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DAfTAR SINGKATAN 

KBG/GBV : Kekerasan Berbasis Gender / Gender Base Violence
HIV AIDS : Human Immunodeficiency Virus - Acquired Immuno Deficiency Syndrome
PDHA  : Perempuan Dengan HIV dan AIDS (Perempuan positif HIV)
SOP  : Standar Operasional Prosedur
FPL  : Forum Pengadalayanan untuk Perempuan Korban Kekerasan
WCC  : Women Crisis Centre
KtPA  : Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
KtP  : Kekerasan terhadap Perempuan
OBH/LBH : Organisasi Bantuan Hukum/Lembaga Bantuan Hukum
SOP  : Standar Operasional Prosedur
P2TP2A : Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
UPTD PPA : Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
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A. LATAR BELAKANG

Di berbagai negara secara global, termasuk Indonesia, perempuan memiliki kerentanan 
yang tinggi terhadap HIV dan kekerasan berbasis gender. Pembaruan data HIV triwulanan Ke-
menterian Kesehatan Indonesia tahun 2019 menunjukkan bahwa perempuan secara konsisten 
menjadi sepertiga dari kasus baru (Kementerian Kesehatan, Kemenkes 2019). Kerentanan 
perempuan terhadap HIV terlihat pada proyeksi HIV hingga tahun 2020 yang menunjukkan 
perempuan yang bukan anggota populasi kunci sebagai subpopulasi dengan tingkat penularan 
tertinggi. Fakta ini diperkuat dengan perkiraan HIV baru yang dirilis oleh Kementerian Keseha-
tan, menunjukkan bahwa 37% infeksi HIV baru terjadi pada wanita berisiko rendah di Indonesia 
(Kementerian Kesehatan, Kemenkes 2020). Laporan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan 
Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), yang diluncurkan pada Maret 2021, menunjuk-
kan lonjakan kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) di kalangan perempuan yang hidup 
dengan HIV. Dari 4 kasus pada 2019 menjadi 203 kasus pada 2020 (Komnas Perempuan, 
Catahu 2021). Berbagai bentuk kekerasan berbasis gender yang dialami PDHA semakin mem-
perburuk kebebasan dan hak asasi manusia PDHA. 

Pengalaman UN Women bersama IPPI dalam program rintisan Intermediary Organization 
untuk merespon meningkatnya kasus KtP terhadap PDHA di 5 kota di Indonesia pada tahun 
2020 menunjukkan bahwa sebelum program dilaksanakan, terlihat belum adanya integrasi an-
tar layanan bagi korban GBV dan pelayanan HIV dalam penanganan PDHA yang memiliki 
kasus GBV. Situasi ini terjadi antara lain karena kurangnya pemahaman lembaga penyedia 
layanan KtP/GBV tentang HIV dan hak PDHA yang menjadi korban kekerasan, dan belum 
mengintegrasikan hak PDHA ke dalam SOP layanan mereka. Akibatnya, dalam beberapa ka-
sus, PDHA korban GBV yang dirujuk ke lembaga penyedia layanan KtP masih mengalami 
stigma dan diskriminasi karena status kesehatannya, terungkap identitas, hingga dampak ber-
hentinya layanan ARV (lost to follow up).

UN Women Indonesia menggarisbawahi urgensi untuk memperkuat penyedia layanan KtP 
baik dari sektor LSM maupun pemerintah. Saat ini juga telah dikembangkan Pedoman Non 
Diskriminatif Penanganan KtP pada PDHA, untuk melindungi dan memenuhi akses mereka ter-
hadap layanan berkualitas termasuk layanan kesehatan serta untuk menjamin kelangsungan 
pengobatan. Untuk memperkuat integrasi antara layanan KTP dan layanan HIV, baik yang dise-
diakan oleh LSM maupun Pemerintah, maka dibutuhkan pengembangan mekanisme rujukan 
penanganan kasus KTP-HIV, peningkatan kapasitas lembaga layanan GBV, dan pengemban-
gan SOP bersama untuk mengintegrasikan prinsip, norma, dan standar HAM PDHA ke dalam 
SOP layanan KtP. Dengan demikian, berbagai kendala yang dihadapi PDHA dalam mengakses 
layanan GBV antara lain stigma, pelanggaran kerahasiaan dan privasi serta diskriminasi kare-
na status kesehatannya dapat dicegah. 

SPEK-HAM sebagai organisasi penyedia layanan yang telah cukup lama bekerja untuk pen-
anganan perempuan korban kekerasan, bekerjasama dengan UN Women menjalankan pro-
gram â€œPenguatan Penyedia Layanan KtP dan Mekanisme Rujukan Terintegrasi antara  HIV 
â€“ Respon KtP untuk Mengakhiri Stigma dan Diskriminasi bagi Perempuan dengan HIV di 
NTT, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Lampung dan Kalimantan Barat. Salah satu aspek yang 
sangat penting untuk mendukung integrasi layanan tersebut adalah dibangunnya mekanisme 
layanan untuk perempuan positif HIV yang menjadi korban kekerasan terhadap perempuan/
GBV, dalam bentuk SOP (Standar  Opersional Prosedur) dalam penanganan kasus GBV pada 
PDHA.
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B. TUJUAN DAN MANfAAT
Tujuan :

a.  Memberikan panduan prinsip dan praktis bagi penerimaan Pengaduan, Rujukan dan Pen-
anganan kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG) yang dialami oleh Perempuan dengan 
HIV dan AIDS (PDHA)

b.  Memberikan panduan standar layanan untuk PDHA korban KBG pada institusi penyedia 
layanan KBG di semua tingkat (Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Nasional)

c.  Menyediakan panduan untuk melakukan koordinasi dan kerjasama antar para pihak dalam 
rangka pemenuhan hak dan kebutuhan PDHA korban KBG

Manfaat :
a.  Menjadi panduan prinsip dan operasional bagi petugas di institusi penyedia layanan un-

tuk kasus KBG untuk mengenali kerentanan dan mengidentifikasi kebutuhan khas PDHA 
korban KBG

b.  Menjadi panduan dalam melakukan koordinasi para pihak untuk penaganan kasus KBG 
pada PDHA

c.  Menjadi bahan advokasi untuk kebijakan penanganan dan rujukan yang berpihak pada 
PDHA korban kekerasan

C. DASAR PERTIMBANGAN DAN LANDASAN KEBIJAKAN

C.1.  Dasar Pertimbangan dalam Penyusunan SOP  yang nantinya dapat digunakan dalam 
konsideran kebijakan penetapan SOP ini oleh pemerintah daerah adalah sebagai beri-
kut ;

 a.  Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Organisasi Perangkat Daerah serta 
lembaga penyedia layanan dalam melindungi dan memenuhi hak perempuan dan 
anak korban kekerasan termasuk kelompok rentan (dalam hal ini juga kelompok per-
empuan dengan HIV postif) , maka perlu mengatur Standar Operasional Prosedur 
Layanan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

 b.  Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 
4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Per-
lindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), mengharuskan adanya penyesuaian 
kelembagaan dan sistem penyelenggaraan layanan bagi perempuan dan anak kor-
ban kekerasan di tingkat daerah, diantaranya pembentukan Unit Pelaksana Teknis 
Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan penyusunan standar op-
erasional prosedur layanan. 

C.2. Landasan Kebijakan
 1.  Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai 

penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention On The 
Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Republik Indonesia Nomor 3277);

 2.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang pengganti Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No-
mor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

 3.  Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Neg-
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ara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Nomor 3886

 4.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Ru-
mah Tangga (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lemba-
ran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

 5.  Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, 
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Peruba-
han Atas Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan 
Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

 6.  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Per-
dagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58 Tam-
bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

 7.  Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5248

 8.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Un-
dang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Neg-
ara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Nomor 5679

 9.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Nomor 5871);

 10.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6397);

 11.  Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Ker-
jasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4604);

 12.  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara dan Mekanisme 
Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan  
Orang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);

 13.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

 14.  Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk 
Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan (Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Tahun 2020 Nomor 6538, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 174);

 15.  Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 4 Tahun 2018 ten-
tang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksan Teknis Dinas Perlindungan Perempuan 
dan Anak);
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D. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup dalam SOP ini secara umum adalah aspek-aspek dalam penanganan kasus 
KBG, dengan kekhususan apabila klien/korban yang melapor adalah PDHA, meliputi, tetapi tak 
terbatas pada : 
a.  Penerimaan Laporan/Pengaduan /Rujukan

Pengaduan yang dimaksud adalah pengaduan kasus KBG atau KtP yang salah satunya di-
alami oleh perempuan posotif HIV AIDS (yang selanjutnya disebut PDHA), baik dalam bentuk 
pengaduan langsung dari korban, maupun rujukan dari organisasi/petugas Intermediari atau 
organisasi yang bekerja untuk isu HIV/bekerja dengan ODHA.
b.�Asesmen�kebutuhan�/Konfirmasi�Hasil�Identifikasi�Kebutuhan�dari�Perujuk�(dalam�hal�

ini bisa juga dari intitusi/individu penghubung atau "Intermediari"
Asesmen adalah penggalian informasi, yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran ka-

sus dan situasi korban, serta bentuk kekerasan yang dialami klien/korban. Pada kasus yang 
merupakan rujukan, maka asesmen atau penggalian informasi lanjutan dilakukan untuk konfir-
masi hasil identifikasi kebutuhan yang telah tertera dalam surat pengantar rujukan dan formulir 
pengaduan sebelumnya, dan untuk mengidentifikasi kebutuhan lainnya. Hasil asesmen akan 
menentukan, layanan mana yang tersedia dan layanan yang membutuhkan rujukan ke institu-
si/lembaga lain.

Pada konteks layanan di Pusat Pelayanan terpadu, hasil identifikasi ini dapat disertai Case 
Conference di internal pusat/jaringan pelayanan terpadu, untuk menentukan pihak mana saja 
yang harus terlibat memberikan layanan. Pada tahap ini juga dapat dilakukan konseling awal 
sebagai bagian tahapan asesmen korban.

c. Kesepakatan Layanan  
Kesepakatan layanan dilakukan antara petugas penerima pelaporan/pengaduan/rujukan 

dengan klien/korban. Proses ini untuk memastikan klien/korban menyampaikan layanan yang 
telah diterima sebelumnya, serta untuk memastikan cakupan layanan yang diharapkan dan 
perlu ditindaklanjuti oleh penyedia layanan teridentifikasi dengan jelas. Dalam proses ini di-
harapkan klien/korban juga menyampaikan kesepakatan layanan yang telah dilakukan dengan 
lembaga perujuk/intermediari.

 f. Penanganan atau Layanan Kasus
Penanganan adalah proses penyediaan layanan bagi korban kekerasan, termasuk PDHA 

yang meliputi layanan langsung yang dimiliki oleh institusi baik, secara mandiri maupun beker-
jasama dengan pihak lain. Layanan penanganan meliputi konseling psikologis, konsultasi hu-
kum, penyediaan shelter maupun rumah aman, pendampingan hukum, penanganan medis 
(termasuk layanan kesehatan jiwa), dan layanan lainnya yang relevan dengan kebutuhan kor-
ban. Secara garis besar akan mencakup sebagai berikut  ;

a. Layanan medis dan psikologis
b. Layanan rehabilitasi social
c. Layanan bantuan dan penegakan hukum
d. Layanan pemulangan dan reintegrasi social
e. Layanan Rumah Aman/shelter/rumah perlindungan
g. Rujukan / Rujukan Lanjutan (ke institusi lain)
Rujukan adalah mekanisme atau prosedur yang jelas mengenai bagaimana mengarahkan 

klien/korban atau kasus KBG termasuk pada PDHA ke sumber informasi dan lembaga layanan 
yang sesuai dengan kebutuhan korban. Rujukan adalah proses pengalihan tanggung jawab 
secara timbal balik kepada pihak lain yang memiliki kompetensi dan ketersediaan untuk mem-
berikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan. 

Rujukan dalam SOP ini adalah rujukan lanjutan setelah klien/korban sebelumnya dirujukan 
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dari organisasi yang bekerja untuk isu HIV atau organisasi intermediari, yang kemudian dalam 
penanganannya membutuhkan kerjasama dengan pihak lain. Rujukan juga dapat dilakukan 
dalam lingkup keterpaduan layanan.  

h. Pengawasan/Pemantauan
Pengawasan adalah kontrol dan asistensi terkait pelaksanaan SOP, termasuk menemukan 

hambatan, pemecahan masalah, dan kebutuhan untuk penguatan kapasitas, serta dukungan 
kebijakan untuk implementasi SOP. Pemantauan dimaksud adalah pemantaun perjalanan ka-
sus sejak diterima, ditangani/didampingi, dirujuk ke institusi lain, hingga klien/korban merasa 
telah mendapatkan layanan yang memadai atau komprehensif untuk melewati proses pemuli-
han.

i. Pencatatan Kasus
Pencatatan kasus adalah prosedur pencatatan yang sistematis dan terencana, yang dilaku-

kan petugas dari mulai penerimaan pengaduan sampai kasus dinyatakan terminasi/selesai atau 
setelah dirujuk ke instansi lainnya. Pencatatan kasus dilakukan baik secara manual (menggu-
nakan formulir dan buku register kasus) maupun secara elektronik menggunakan sistem data 
elektronik yang dimiliki oleh penyedia layanan.

E. DEfINISI / PENGERTIAN
1.  PDHA: Perempuan yang hidup dengan HIV dan/atau AIDS atau biasa juga disebut perem-

puan positif HIV atau perempuan ODHA
2.  Kekerasan Berbasis Gender (KBG): Kekerasaan yang di tunjukan pada seorang perem-

puan karena dia perempuan atau kekerasan yang mempengaruhi seseorang perempuan 
secara proposional. Hal ini termasuk kerusakan atau penderitaan fisik, mental atau seksu-
al, tindakan intimidasi, pemaksaan, dan perampasan kebebasan (CEDAW, 1992)

3.  Kekerasan terhadap Perempuan: Suatu tindakan kekerasan berbasis gender yang men-
gakibatkan, atau bisa mengakibatkan, bahaya atau penderitaan fisik, seksual atau mental 
perempuan, termasuk ancaman tindakan sejenis, pemaksaan atau perampasan kebe-
basan secara sewenang-wenang, baik terjadi di ranah publik maupun kehidupan pribadi 
(Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, 1993)

4.  Organisasi Intermediari: Organisasi perantara bagi temuan kasus PDHA yang mengala-
mi kekerasan, untuk mendapatkan akses layanan yang mudah dan komprehensif dari 
lembaga layanan untuk perempuan korban KBG. Dalam fase awal integrasi layanan ini, 
maka salah satu organisasi intermediari adalah IPPI (Ikatan Perempuan Positif Indonesia)

5.  Diskriminasi berbasis gender terhadap PDHA: Segala pembedaan, pengucilan, atau 
pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin dan atas dasar status HIV seseorang, 
yang berakibat mengurangi atau meniadakan pangakuan, penikmatan, atau penggunaan 
hak asasi dan kebebasan pokok PDHA

6.  Klien atau korban: Dalam dokumen ini yang dimaksud korban adalah perempuan dengan 
status HIV positif (PDHA) yang mengelami kekerasan berbasis gender baik dari pasangan 
maupun orang lain. Klien/korban dimaksud dalam dokumen ini tidak mempertimbangkan 
status hukum perempuan yang bersangkutan apakah sebagai tersangka/terdakwa atau 
sebagai saksi dalam perkara pidana maupun sebagai pihak dalam perkara perdata

7.  Pelapor: Perorangan atau kelompok yang melaporkan kasus kekerasan yang dialami oleh 
PDHA. Pelapor dapat dilakukan oleh korban sendiri, atau pihak lain

8.  Petugas: Petugas atau anggota di institusi penyedia layanan untuk kasus KBG yang ber-
tugas menerima pengaduan, rujukan dari lembaga lain, dan mengkoordinasikan penanga-
nan kasus KBG yang terjadi pada PDHA.  

9.  Rujukan: Serangkaian layanan yang diberikan kepada klien/korban melalui komunikasi  
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dan koordinasi kepada lembaga pengadalayanan berdasarkan kebutuhan PDHA korban 
KBG, guna mendapatkan pemulihan secara komprehensif. 

10.  Risiko: peristiwa-peristiwa (tidak pasti) yang mengakibatkan atau mungkin mengakibat-
kan bahaya (kemalangan) terhadap perempuan korban maupun petugas.

11.  Ancaman: suatu tindakan baik langsung maupun tidak langsung yang bersifat fisik mau-
pun non fisik yang berpotensi melahirkan tindakan kekerasan yang membahayakan in-
tegritas fisik atau moral atau harta benda 

12.  Pendampingan korban: segala upaya dan tindakan untuk memberikan rasa aman dan 
nyaman bagi perempuan dan anak korban agar memiliki kesiapan dan/ atau kemampuan 
memperoleh pelayanan dan menjalani kehidupannya

13.  Asesmen: Identifikasi situasi kekerasan yang dialami korban/klien dan identifikasi kebu-
tuhan layanannya. Proses asesmen dilakukan menggunakan formulir penerimaan pen-
gaduan ataupun formulir asesmen.

14.  Rumah Aman : tempat tinggal yang digunakan untuk memberikan perlindungan keaman-
an bagi perempuan dan anak korban, keluarga korban, pelapor, saksi dan/atau keluarga 
saksi dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan standar operasional yang ditentukan

15.  Shelter/ penampungan sementara tempat tinggal yang digunakan untuk pemulihan per-
empuan dan anak korban, keluarga korban, pelapor, saksi dan/atau keluarga saksi untuk 
jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan

16.  Pemulangan: segala upaya untuk mengembalikan korban kepada keluarga atau lingkun-
gan baru yang dikehendakinya

17.   Reintegrasi Sosial: Salah satu upaya untuk membangun lagi dukungan dan kepercayaan 
lingkungan sosial korban setelah terjadi kekerasan atau diskriminasi yang menyebabkan 
korban terpisah atau terpaksa dipisahkan/keluar dari lingkungan sosialnya

f. PENGGUNA dan CARA MENGGUNAKAN 
Standar Operasional prosedur ini disusun sebagai panduan bagi institusi penyedia layanan 

untuk kasus KBG, khusus untuk petugas penerima pengaduan/pelaporan dan pendamping 
kasus KBG yang dialami oleh PDHA.  Mereka yang dapat menggunakan SOP ini adalah ;

1) .  Petugas penerima pengaduan /pelaporan di institusi penyedia layanan (UPTD PPA, P2T-
P2A, WCC, LBH/OBH, dan institusi penyedia layanan lainnya)

2).  Petugas penerima rujukan dari institusi penyedia layanan rujukan (Rumah Sakit, penye-
lenggara Rumah Aman, dll)

Dokumen ini digunakan sebagai panduan langkah untuk menerima pengaduan, melakukan 
asesmen/mengidentifikasi kebutuhan, melakukan rujukan dan pemantauan, serta pencatatan 
kasus KBG, khususnya yang dialami PDHA. Dalam menggunakan SOP ini, petugas harus 
mempelajari dan memahami keseluruhan isi secara berurutan. 

Bab I memuat gambaran situasi yang menjelaskan kerentanan perempuan dengan HIV, latar 
belakang lahirnya gagasan integrasi layanan HIV dan KBG, serta landasar kebijakan. Dalam 
bab ini juga menjelaskan ruang lingkup, prinsip umum, serta definisi istilah-istilah penting yang 
termuat dalam SOP.

Bab II menjelasakan keseluruhan prosedur atau isi utama dari SOP ini, yakni prosedur stan-
dar sejak mulai penerimaan pengaduan/pelaporan/rujukan, asesmen, penanganan kasus hing-
ga jika dibutuhkan prosedur rujukan sampai pencatatan kasus..

Bab III menjelaskan tentang mekanisme koordinasi dan asistensi yang harus dilakukan oleh 
multi stakeholders dan Penutup
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G. PRINSIP-PRINSIP UMUM
Prinsip-prinsip umum dalam menghadapi kasus kekerasan berbasis gender (KBG), meliputi 

prinsip yang harus digunakan oleh petugas saat menerima pengaduan, maupun prinsip saat 
melakukan rujukan kasus dan pemantauan penanganan . Prinsip-prinsip tersebut adalah ;

1.  Kejujuran, dimana petugas memberikan informasi yang benar, termasuk terbuka dengan 
batasan layanan yang ada di institusianya.

2.   Non diskriminasi dan keadilan, dimana PDHA yang mengalami KBG mendapatkan akses 
informasi, fasilitas, dan layanan KBG maupun layanan HIV secara mudah.

3.   Kerahasiaan dan privasi, dimana dalam penerimaan pengaduan melindungi Identitas klien/
korban, kasus yang yang dialami dan status HIV.

4.   Berpusat pada korban, dimana petugas menghormati keputusan korban dalam semua 
tahapan penanganan kasus, salah satunya diwujudkan dalam bentuk persetujuan korban 
melalui penandatanganan informed consent

5.  Keberlanjutan, yakni memastikan keberlanjutan layanan PDHA korban KBG, terutama 
setelah proses rujukan, termasuk kebutuhan khusus layanan kesehatannya  terkait status 
HIV

6.  Keamanan dan keselamatan, yakni melindungi keamanan dan keselamatan korban, pen-
damping dan organisasi /komunitas

7.  Setara dan berbagi sumber daya, yakni membangun kerjasama yang setara dan saling 
menguatkan dengan lembaga layanan KBG, berdasarkan pada mandat dan kapasitas  
masing-masing lembaga layanan, termasuk berbagi sumber daya 

8.  Cepat (kesegeraan) dan efisien (mencatat hasil identifikasi kasus dan kebutuhan klien/kor-
ban dengan baik, untuk menghindari pertanyaan berulang dari lembaga penerima rujukan) 
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BAB II   

PROSEDUR PENANGANAN KASUS 
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2.1. PROSEDUR PENERIMAAN PENGADUAN/PELAPORAN/RUJUKAN
2.1.1. Pengesahan Prosedur

Apabila institusi pengampu layanan untuk perempuan (dan anak) korban kekerasan adalah 
instansi pemerintah, maka penyusunan prosedur penanganan harus mencantumkan bagan 
pengesahan atau identitas prosedur pada setiap bagiannya, sesuai dengan Peraturan Mentri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 tahun 2012 tentang Pe-
doman Penyusunan SOP Administrasi Negara, seperti contoh di bawah ini ;
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IDENTITAS PROSEDUR LAYANAN PENERIMAAN PENGADUAN DAN PENJANGKAUAN :
*)  Untuk selanjutnya dokumen pengesahan untuk prosedur berikutnya, dapat menyesuaikan 

jenis prosedur dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing institusi
 

2.1.2. Prosedur Penerimaan Pengaduan
Penerimaan Pengaduan/pelaporan/rujukan dapat dilakukan petugas melalui beberapa cara, 

termasuk menyesuaikan situasi pandemi (Covid 19) ;
a.  Pengaduan langsung dan tatap muka
b.  Penerimaan pengaduan secara daring/tidak tatap muka
c.  Penerimaan pengaduan melalui Rujukan (lembaga lain, layanan kesehatan, atau petugas 

dari organisasi intermediari/IPPI)

No Aspek    Uraian

1. Syarat   a. Formulir Penerimaan Pengaduan/pelaporan
      b. Formulir Penanganan Kasus
      c. Lembar Pernyataan Pelapor (Informed Consent)
      d. Kronologi peristiwa /kejadian
      e. FC dokumen identitas (KTP/SIM/Pasport)

2. Langkah-langkah Pengaduan langsung dan tatap muka
      1)  Klien datang (sendiri atau ditemani) untuk melaporkan kasus 

yang dialami atau petugas yang mendatangi klien untuk men-
gidentifikasi kasus (Jemput Bola)

      2)  Memperkenalkan diri secara jelas kepada  Klien atau pelapor 
dan mengkonfirmasi tujuan kedatangan klien (sesuai yang ter-
tera dalam Surat/Formulir RUJUKAN)

      3)  Menanyakan atau mengkonfirmasi identitas klien dan meminta 
ijin untuk memfoto copy atau menuliskan identitas klien (jika be-
lum lengkap)

      4)  Mengisi formulir pengaduan 
      5)  Melanjutkan penggalian informasi  :
       a.  Apakah dalam kondisi sehat? Jika tidak, maka lakukan 

penggalian situasi agar dapat dikelola, apakah pelaporan 
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ditunda, minum obat, atau dirujuk ke layanan kesehatan
       b.   Apa yang klien rasakan saat ini ? Apakah pernah merasa 

tidak aman?, dll
      6) Identifikasi situasi klien/korban dan asesmen kekerasan 
      7)  Mendengarkan pengaduan kasus dari klien dengan seksama, 

sekaligus skrining kasus (Memastikan bahwa kasus yang diteri-
ma adalah kasus KBG )

      8)  Menanyakan hal-hal yang belum lengkap atau mengkonfirmasi 
data secara perlahan“ Jika bukan rujukan, maka lakukan identifikasi 
lengkap secara perlahan (identitas diri, pelaku dan kronologi)

      9)  informasi layanan yang dimiliki, biaya dan prosedur
      10)  Melanjutkan ke prosedur Identifikasi Kebutuhan atau konfirmasi 

hasil identifikasi Kebutuhan (jika telah ada dokumen tersebut 
dari perujuk)

      Catatan : 
      a.    Apabila klien dalam keadaan tertekan, tidak dapat berkomunika-

si, luka parah atau pingsan, maka harus dilakukan layanan in-
tervensi krisis atau penanganan darurat dengan dirujuk kepada 
pihak terkait yang sesuai kondisi klien

      b.  Intervensi krisis/penanganan darurat apabila korban dalam kondi-
si gawat; 

      c.  Prosedur komunikasi tatap muka, petugas WAJIB memperha-
tikan protocol kesehatan untuk pencegahan penularan Covid 
19 ; sterilisasi tangan, memakai masker sesuai standar, menja-
ga jarak, semaksimal mungkin tidak melakukan sentuhan fisik 
langsung dan petugas telah divaksinasi.

      
      Penerimaan pengaduan secara daring/tidak tatap muka
      1)  Klien atau pendamping menyampaikan pengaduan/pelaporan 

atau rujukan melalui email/surat, telephon, aplikasi (WA, IG/Ins-
tagram, FB Messager,dll)

      2)  Jika petugas hanya menerima dokumen rujukan, maka petugas 
dapat menindaklanjuti pelaporan dengan menghubungi klien se-
cara langsung

      3)  Petugas menanggapi dengan baik dan memperkenalkan diri se-
cara jelas kepada  Klien 

      4)  Menanyakan atau mengkonfirmasi identitas klien dan meminta 
ijin untuk mendapat copy/foto KTP/paspor

      5)   Membantu mengisi formulir pengaduan secara daring
      6)  Mulai melakukan penggalian informasi dengan pertanyaan kunci 

terkait kondisi klien/korban dan apakah ada kebutuhan darurat 
(menyangkut keselamatan/keamanan)

      7) Identifikasi situasi klien/korban dan lakukan asesmen kekerasan 
      8)  Mendengarkan pengaduan kasus dari klien dengan seksama, 

sekaligus skrining kasus (Memastikan bahwa kasus yang diteri-
ma adalah kasus KBG )

      9)  Menanyakan hal-hal yang belum lengkap atau mengkonfirmasi data 
secara perlahan â€“ Jika bukan rujukan, maka lakukan identifikasi 
lengkap secara perlahan (identitas diri, pelaku dan kronologi)

      10)  informasi layanan yang dimiliki, biaya dan prosedur
      11)  Jika dibutuhkan Tatap Muka, maka layanan tatap muka dapat 
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dilakukan secara daring (WA atau video WA call, zoom meeting, 
google meet,, dll)

       Penerimaan pengaduan melalui Rujukan/rekomendasi dari  
pihak lain 

      1)  Menerima rujukan dari lembaga atau pihak lain
      2)  Memeriksa kelengkapan dokumen : identitas klien, gambaran 

singkat kasus, layanan yang telah diberikan dan surat rujukan 
(jika ada)

      3)  Mel akukan koordinasi dan klarifikasi kepada pemberi rujukan
      4)  Jika membutuhkan tatap muka, dapat dilakukan komunikasi den-

gan klien untuk mengatur jadwal tatap muka
      5) Selanjutnya prosedur mengikuti prosedur tatap muka
      6)  Jika penanganan dilakukan secara daring, maka prosedur mengi-

kuti prosedur penanganan secara daring

3. Output   a. Formulir Penerimaan Pengaduan/pelaporan kasus  telah diisi
      b. Informed Consent telah ditanda tangani 
      c. Penambahan data pada Buku / register data kasus
      d.  Ada dokumen pelaporan kasus yang dilengkapi FC dokumen 

identitas klien/pelapor yang dilampirkan, kronologi peristiwa /ke-
jadian yang dilampirkan dan identifikasi kebutuhan serta penan-
ganan yang pernah diterima

4. Waktu    Paling lama  2 X 120 menit (dua kali tatap muka/daring)

5.  SDM     Petugas penerima pengaduan/pelaporan atau pendamping  
kasus di institusi penyedia layanan  KBG (1 s/d 2 orang)

6. Kompetensi  a.  Memiliki perspektif HAM, gender dan kepekaan terhadap situasi 
PDHA

      b.  Memahami prinsip-prinsip penerimaan pengaduan kasus KBG 
(khusus pada Perempuan dengan HIV positif)

      c.  Memiliki kemampuan mendengar, berempati dan berkomunikasi 
dengan baik

      d.  Individu dimaksud telah dilatih untuk melakukan penanganan 
pada klien PDHA atau telah mendapatkan supervisi teknis dari 
yang memiliki kompetensi

7. Sarana & Prasarana 1)  Ruang atau tempat penerimaan pelaporan yang kondusif dan 
nyaman 

      2)  Buku Register kasus atau bentuk lain pencatatan penerimaan 
kasus

      3) Kertas tambahan dan alat tulis 
      4) Map khusus untuk menyimpan berkas
      5) ID card petugas 
      6) Kit berisi : 
       a. Kertas tissue dan air mineral 
       b. Obat-obatan P3K 
       c.  Alat sesuai protokol kesehatan (cairan pembersih tangan, 

tissue basah dan masker)
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8.  Pengawasan   Internal: dilakukan oleh Koordinator penerimaan pengaduan/ 
pelaporan dan/kepala instansi terkait atau pejabat yang berwenang

       Ekstermal : mekanisme komplain dan evaluasi eksternal (di dalam 
koordinasi jaringan keterpaduan-jika ada)

2.2.�Prosedur�Asesmen�dan�Identifikasi�Kebutuhan�/�Konfirmasi�Identifikasi�Kebutuhan�
dari Perujuk

No Aspek    Uraian

1 Syarat  a.  Formulir Penerimaan Pengaduan/pelaporan dan formulir /
pengantar Rujukan dari pihak lain (jika ada)

   b. Formulir Penanganan Kasus
   c. Lembar Pernyataan Pelapor (Informed Consent)
   d. Kronologi peristiwa /kejadian
   e. FC dokumen identitas (KTP/SIM/Pasport)

2 Langkah-langkah  a.  Petugas secara perlahan mencermati pengaduan dan kro-
nologi kasus yang disampaikan klien dengan seksama 
untuk menemukan/identifikasi kebutuhan atau petugas 
mencermati identifikasi kebutuhan yang tertera pada lampi-
ran pengantar rujukan dari pihak lain 

   b.  Ketika mendengarkan atau membaca berkas rujukan, 
tanyakan kembali/konfirmasi kebutuhan klien dan tanyakan 
kesediaan untuk didokumentasikan

   c.  Identifikasi dapat dilakukan dengan menggunakan check 
list atau narasi (sesuai persetujuan korban).

   d.  Dalam hal korban adalah penyandang disabilitas maka di 
dampingi oleh keluarga/pendamping dan juru bahasan is-
yarat (disabilitas sensorik), psikolog (mental & intelektual). 

   e.  Petugas memetakan kebutuhan layanan termasuk  kebutu-
han khusus korban (anak, disabilitas, PDHA), keberlanjutan 
terapi ARV (jika korban PDHA), kekuatan, risiko, kesiapan 
serta dukungan korban

   f.  Apabila klien dalam krisis atau darurat, maka identifikasi ce-
pat dapat juga berdasarkan keterangan pendamping yang 
ikut hadir 

   g.  Petugas melakukan input data dari hasil asesmen/ identifi-
kasi kebutuhan layanan, termasuk data kondisi dan kebutu-
han khusus korban (disabilitas, PDHA, dll)

   h.  Mengarsipkan berkas  di dalam map/folder kasus atau 
menggandakan untuk kepentingan rujukan lanjutan

   Catatan :
   1.  Pendalaman kebutuhan klien dapat dilakukan, dan jika 

terdapat kebutuhan layanan HIV dan/PPIA (Pencegahan 
Penularan dari Ibu ke Anak) dapat berkoordinasi dengan 
IPPI atau Layanan Kesehatan untuk klien HIV 

   2.  Check List Identifikasi kebutuhan 
    - Layanan konseling psikologis
    - Layanan konsultasi Hukum
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    - Layanan Rumah Aman atau shelter
    - Layanan Medis untuk perawatan luka fisik 
    -  Layanan Medis untuk perawatan Gangguan Keseha-

tan Jiwa/Mental (depresi, trauma, sulit tidur, dll) sebagai 
dampak dari kekerasan yang dialami

    -  Layanan Penanganan Hukum (Pidana), Perdata (per-
ceraian, hak asuh anak, dll)

    -  Layanan Bantuan Pemulihan lainnya (ekonomi, pendi-
dikan, kerja, dll)

    -  Layanan mediasi (jika memang dibutuhkan)

3 Output a.  Surat Rujukan dan lampiran formulir asesmen/ identifikasi kebu-
tuhan telah diterima dan dilengkapi (jika ada)

  b.  Formulir Penerimaan Pengaduan/pelaporan dan penanganan 
kasus  telah diisi dengan kebutuhan klien/korban

  c.  Rekaman paparan penting klien ; Jika memungkinkan direkam 
atas persetujuan klien

4 Waktu 30 menit

5 SDM  Petugas penerima pengaduan/pelaporan atau pendamping kasus 
di institusi penyedia layanan  KBG (1 â€“ 2 orang)

6 Kompetensi a.  Memiliki perspektif HAM, gender dan kepekaan terhadap situasi 
perempuan, anak dan kelompok rentan (PDHA)

  b.  Memahami prinsip-prinsip penerimaan pengaduan kasus KBG 
(khusus pada Perempuan dengan HIV positif)

  c.  Memiliki kemampuan mendengar, berempati dan berkomunikasi 
dengan baik

  d.  Individu dimaksud telah dilatih untuk melakukan penanganan 
pada klien PDHA atau telah mendapatkan supervisi teknis dari 
yang memiliki kompetensi

7 Sarana & Prasarana  1)  Ruang atau tempat penerimaan pengaduan kasus yang kondu-
sif dan nyaman 

  2)  Buku Register kasus /bentuk lain pencatatan penerimaan kasus
  3)  Kertas tambahan dan alat tulis 
  4)  Kontak dan alamat layanan rujukan khusus (bagian khusus 

layanan HIV di Rumah Sakit, kontak alamat IPPI di setiap 
wilayah)

  5) Map khusus untuk menyimpan berkas
  6) ID Card Petugas
  7) Kit berisi : 
   a. Kertas tissue dan air mineral 
   b. Obat-obatan P3K 
   c.  Alat sesuai protokol kesehatan (cairan pembersih tangan, 

tissue basah dan masker)

8 Pengawasan  Internal : dilakukan oleh Koordinator penerimaan pengaduan/pel-
aporan dan/kepala instansi terkait atau pejabat yang berwenang

   Eksternal : mekanisme komplain dan evaluasi eksternal (di dalam 
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koordinasi jaringan keterpaduan - jika ada)

2.3. Prosedur Kesepakatan Layanan

No  Aspek Uraian

1 Syarat a.   Formulir Penerimaan Pengaduan/ pelaporan dan formulir /pen-
gantar Rujukan dari pihak lain (jika ada

  b.  Formulir Penanganan Kasus
  c.  Lembar Pernyataan Pelapor (Informed Consent)
  d.  Kronologi peristiwa /kejadian
  e.  FC dokumen identitas (KTP/SIM/Pasport)
  f.  Hasil catatan identifikasi kebutuhan

2 Langkah-langkah  a.  Petugas mencermati catatan hasil asesmen/identifikasi kebutu-
han yang telah dilakukan atau yang ada dalam lampiran berkas 
Rujukan dari pihak lain

  b.  Tanyakan ke klien layanan apa saja yang pernah diperoleh se-
belumnya dan di lembaga mana saja ? (termasuk layanan ARV 
dan perawatan HIV lainnya)

  c.  Konfirmasi kembali hasil identifikasi kebutuhan kepada klien
  d.  Petugas menjelaskan layanan yang tersedia/dimiliki, prosedur 

dan biaya (jika ada biaya maupun jika biaya ditanggung penye-
dia layanan)

  e.  Lakukan kesepakatan konsultasi/â€ kontrak konsultasiâ€ ; 
batasan waktu, etika, dan prinsip layanan. Jika layanan yang 
dibutuhkan adalah layanan hukum, lakukan Surat Kuasa penan-
ganan kasus kepada pendamping hukum/advokast

  f.  Meminta klien untuk membaca dan menandatangani informed 
consent. Sepakati bersama klien jika ada catatan atau pengec-
ualian yang diusulkan klien

  g.  Mengarsipkan berkas di dalam map/folder kasus atau menggan-
dakan untuk kepentingan rujukan lanjutan

  Catatan :
   Biaya yang dimaksud diantaranya mencakup transportasi, komu-

nikasi, biaya perkara (perceraian atau gugatan perdata lainnya), 
fotocopy, meterai, dll yang akan ditentukan berdasarkan pilihan 
penyelesaian kasus 

3 Output a.  Catatan resume hasil penggalian kebutuhan
  b.  Informed consent yang telah ditandatangani (termasuk jika ada 

tambahan catatan dari klien)
  c.  Rekaman paparan penting klien ; Jika memungkinkan direkam 

atas persetujuan klien

4 Waktu 30 menit

5 SDM  Petugas penerima pengaduan/pelaporan atau pendamping kasus 
di institusi penyedia layanan  KBG (1 s/d 2 orang)
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6 Sarana & Prasarana 1)  Ruang atau tempat penerimaan pengaduan yang kondusif dan 
nyaman 

  2)  Buku Register kasus atau bentuk lain pencatatan penerimaan 
kasus

  3)  Kertas tambahan dan alat tulis 
  4)  Kontak dan alamat layanan rujukan khusus (bagian khusus 

layanan HIV di Rumah Sakit, kontak alamat IPPI di setiap 
wilayah)

  5)  Map khusus untuk menyimpan berkas
  6)  ID Card Petugas
  7) Kit berisi : 
   a. Kertas tissue dan air mineral 
   b. Obat-obatan P3K 
   c.  Alat sesuai protokol kesehatan (cairan pembersih tangan, 

tissue basah dan masker)

7 Pengawasan  Internal : dilakukan oleh Koordinator penerimaan pengaduan/pel-
aporan dan/kepala instansi terkait atau pejabat yang berwenang

   Ekstermal : mekanisme komplain dan evaluasi eksternal (di dalam 
koordinasi jaringan keterpaduan - jika ada)

2.4. Prosedur Layanan/Penanganan Kasus

No Aspek Uraian
1 Syarat a.  Formulir Penerimaan Pengaduan dan Penanganan Kasus yang 

telah berisi list kebutuhan
  b. Formulir/Catatan hasil identifikasi Kebutuhan
  c. Lembar Pernyataan Pelapor (Informed Consent)
  d. Kronologi peristiwa /kejadian

2 Langkah-langkah a.  Petugas mencermati hasil asesmen/konfirmasi kebutuhan dari 
perujuk dan kesepakatan layanan dengan klien

  b.  Petugas berkoordinasi dengan petugas pendampingan yang 
memliki tugas dan kapasitas sesuai dengan layanan yang dibu-
tuhkan korban. Jika layanan ini dalam konteks Pelayanan terpa-
du, maka petugas di salah satu layanan berkoordinasi dengan 
layanan lainnya sesuai kebutuhan korban/klien.

  c.  Petugas pendampingan memperkenalkan dirinya,  menginfor-
masikan alur layanan pendampingan, hak-hak korban serta me-
minta persetujuan

  d.  Petugas pendampingan berdiskusi dan membuat kesepakatan 
pelaksanaan layanan pendampingan yang dibutuhkan korban 
dan/atau bersama keluarganya (jika korban berusia anak /dis-
abiltas)

  e.  Pada PDHA, petugas membuat kesepakatan untuk layanan per-
awatan dan pengobatan HIV yang akan berkoordinasi atau diru-
juk ke layanan HIV di Rumah Sakit/Puskesmas/Institusi lainnya

  f.  Petugas pendampingan memberikan layanan pendampingan 
yang dibutuhkan korban (layanan konseling psikologis/klinis, 
konsultasi hukum, bantuan hukum pidana /perdata, rumah aman, 
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reintegrasi sosial, mediasi, penguatan rohani dan sebagainya) 
dan layanan pendampingan lanjutan. 

  g.  Dalam hal korban dan/atau keluarganya membutuhkan pen-
dampingan hukum (pidana /perdata) maka dibuatkan surat kua-
sa atau surat pendampingan setelah berkoordinasi dengan ad-
vokat/kuasa hukum

  h.  Dalam hal korban membutuhkan layanan pendampingan dan 
tidak tersedia di UPT PPA Provinsi / P2TP2A/PPT/Jaringan Pe-
layanan Terpadu atau layanan tersebut terkait dengan kewenan-
gan Kabupaten/Kota, maka petugas pendampingan berkoordi-
nasi dengan petugas (bagian tindak lanjut) untuk pelaksanaan 
rujukan 

  i.  Petugas mendokumentasikan seluruh proses pendampingan ke 
dalam laporan pendampingan

   Catatan :
  1.  Dalam hal terjadi situasi khusus, pelaksanaan layanan pendamp-

ingan dapat dilakukan sesuai dengan  situasi khusus tersebut 
misalnya dilakukan dengan virtual /online /surat elektronik dan 
sebagainya.

  2.  Dalam hal korban membutuhkanan layanan intervensi krisis, 
maka petugas langsung berkoordinasi dengan petugas pen-
dampingan untuk penyediaan layanan krisis.

  3.  Khusus pada PDHA, prosedur pendampingan/penanganan ha-
rus terlebih dahulu berkoordinasi atau memiliki kerjasama den-
gan layanan HIV di Rumah Sakit/Puskesmas (melalui Dinas 
Kesehatan), atau institusi lainnya (LSM HIV, dll)

3 Output a.  Formulir Penanganan/pendampingan telah terisi
  b. Ada kesepakatan rencana & jadwal pendampingan
  c.  Korban mendapatkan layanan sesuai dengan jenis layanan yang 

dibutuhkan
  d.  Korban tertangani dan ada laporan dalam catatan pemantauan

4 Waktu Menyesuaikan jenis layanan yang diterima

5 SDM -  Petugas penerima pengaduan/pelaporan (1 â€“ 2 orang)
  -  Petugas pendamping kasus di institusi penyedia layanan  KBG 

(sesuai jenis layanan; 1 orang psikolog, 1 orang konsultan hu-
kum/lawyer, 1 orang konselor umum, dll)

6 Kompetensi a.  Memiliki perspektif HAM, gender dan kepekaan terhadap situasi 
perempuan, anak dan kelompok rentan (PDHA)

  b.  Memahami prinsip-prinsip penerimaan pengaduan kasus KBG 
(termasuk Perempuan dengan HIV positif)

  c.  Memiliki kemampuan mendengar, berempati dan berkomunikasi 
dengan baik

  d.  Individu dimaksud telah dilatih untuk melakukan penanganan 
pada klien PDHA atau telah mendapatkan supervisi teknis dari 
yang memiliki kompetensi
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7 Sarana & Prasarana 1)  Ruang atau tempat konseling dan /konsultasi yang kondusif dan 
nyaman 

  2)  Kontak dan alamat layanan rujukan khusus (bagian khusus 
layanan HIV di Rumah Sakit, kontak alamat IPPI di setiap 
wilayah)

  3) Untuk jenis layanan
   a)  Hukum ; surat kuasa, UU/peraturan lainnya, materai, alat tulis
   b) Psikologis : perangkat konseling psikologis
   c)  Rumah Aman : formulir rumah aman, sarpras di rumah 

aman
   d)  Rehabilitasi Sosial ; rumah rehabilitasi/panti,  formulir reha-

bilitasi, dll
   e)  Medis ; dilakukan oleh institusi yang berwenang dalam 

layanan medis
  4)  Map khusus untuk menyimpan berkas
  5) ID Card Petugas
  6) Kit berisi : 
   a.  Kertas tissue dan air mineral 
   b.  Obat-obatan P3K 
   c.  Alat sesuai protokol kesehatan (cairan pembersih tangan, 

tissue basah dan masker)
  7)  Alat atau dukungan transportasi (dapat menggunakan Mobilin 

atau motorlin di instansi P2TP2A atau UPTD PPA)

8 Pengawasan  Internal: dilakukan oleh Koordinator penerimaan pengaduan/ 
pelaporan dan/kepala instansi terkait atau pejabat yang berwenang

   Ekstermal: mekanisme komplain dan evaluasi eksternal (di dalam 
koordinasi jaringan keterpaduan - jika ada)

2.5. Prosedur Layanan Pemulangan

No Aspek Uraian
1 Syarat a.  Formulir Penerimaan Pengaduan dan Penanganan Kasus yang 

telah berisi list kebutuhan
  b. Formulir/Catatan hasil asesmen identifikasi Kebutuhan
  c. Lembar Pernyataan Pelapor (Informed Consent)
  d. Kronologi peristiwa /kejadian
  e. Rencana pemulangan, perjalanan dan perlindungan keamanan
  f. Formulir Serah terima

2 Langkah-langkah a.  Petugas pendampingan mempelajari berkas kasus yang 
membutuhkan layanan pemulangan dan berkoordinasi dan 
klarifikasi dengan petugas penerimaan. Petugas memberikan 
lembar persetujuan layanan pemulangan untuk ditandatan-
gani korban /keluarganya

  b.   Jika pemulangan teridentifikasi oleh lembaga penyedia 
layanan masyarakat sipil, maka dapat berkoordinasi dengan 
layanan pemerintah melalui UPTD PPA atau P2TP2A

  c.   Dalam hal pemulangan tersebut merupakan pemulangan antar 
Provinsi atau Negara, petugas pendampingan melaporkan dan 
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meminta saran kepada Kepala UPTD PPA untuk selanjutnya 
melaporkannya kepada Kepala Dinas yang membawahi UPTD

  d.  Bagian tindak lanjut menunjuk salah satu atau lebih petugas  
untuk mempersiapkan, mengkoordinasikan dan memberikan 
layanan pemulangan

  e.    Petugas menyusun rencana pemulangan, rencana perjala-
nan, rencana perlindungan keamanan dan rencana koordinasi 
dengan keluarga dan/atau pihak terkait

  f.   Petugas  melaporkan rencana pemulangan tersebut kepada 
atasannya/struktur di atasnya untuk mendapatkan saran dan 
persetujuan serta untuk dilaporkan kepada Kepala UPT PPA

  g.    Dalam hal pemulangan merupakan pemulangan antar Provin-
si atau Negara, Kepala UPT DPPA melaporkan rencana pem-
ulangan tersebut kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan 
saran

  h.    Petugas mengkoordinasikan rencana pemulangan dengan 
keluarga korban serta dengan pihak-pihak terkait termasuk pi-
hak-pihak di daerah asal dan di daerah tujuan /transit.

  i.    Petugas dibantu oleh petugas di Bagian tata usaha memper-
siapkan seluruh kebutuhan rencana pemulangan, termasuk 
kebutuhan khusus anak, korban disabilitas, korban lansia, 
kebutuhan jika korban adalah PDHA dan kebutuhan khusus 
lainnya

  j.    Petugas bersama pihak terkait yang dilibatkan melaksanakan 
pemulangan. Dalam hal korban yang dipulangkan adalah pen-
yandang disabilitas atau anak maka melibatkan keluarga/pen-
damping/ahli/penterjemah

  k.    Petugas menjelaskan identitas diri, menginformasikan alur 
layanan, hak-hak korban, mekanisme komplain serta melaku-
kan pemeriksaaan kesehatan dan identifikasi kebutuhan 
layanan lanjutan dan rujukan termasuk layanan persalinan 
dan kepro sebelum dikembalikan kepada keluarga

  l.  Petugas melakukan serah terima kepada petugas/pejabat se-
tempat di daerah asal

  m.  Petugas membuat laporan dan menyusun rekomendasi untuk 
layanan lanjutan dan rujukan untuk dilaporkan kepada Kepala 
UPTD PPA dan/atau Kepala Dinas

  n.  Petugas menginput data layanan pemulangan ke dalam 
sistem data base

3 Output a.  Petugas memahami kebutuhan layanan pemulangan
  b.  Ada rencana pemulangan, perjalanan dan perlindungan kea-

manan
  c. Ketersediaan perlengkapan yang dibutuhkan
  d.  Korban dipulangkan, dijemput dan diserahterimakan dengan 

aman
  e.  Korban mendapatkan pemeriksaan medis & psikis. Pada kor-

ban PDHA terpantau kesehatan dan kepatuhan minum obat 
ARV nya

  f. Rekomendasi layanan lanjutan
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  g. Dihasilkan laporan pemulangan

4 Waktu Proses persiapan maksimal 1 hari
  Proses pemulangan dan serah terima maksimal 3 hari 

5 SDM -  Petugas penerima pengaduan/pelaporan (1 orang)
  -  Petugas pendamping yang menindaklanjuti rencana pemula-

ngan (1 orang)
  -  Petugas Pendamping pemulangan (2 orang)

6 Kompetensi e.  Memiliki perspektif HAM, gender dan kepekaan terhadap situ-
asi perempuan, anak dan kelompok rentan (PDHA)

  f.  Memahami prinsip-prinsip penerimaan pengaduan kasus KBG 
(termasuk Perempuan dengan HIV positif)

  g.  Memiliki kemampuan mendengar, berempati dan berkomuni-
kasi dengan baik

  h.  Individu dimaksud telah dilatih untuk melakukan penanganan 
pada klien PDHA atau telah mendapatkan supervisi teknis dari 
yang memiliki kompetensi

7 Sarana & Prasarana 1)  Formulir kasus, formulir dan dokumen pemulangan, formulir 
serah terima

  2)  Kontak dan alamat penerima pemulangan
  3) Telephon seluler beserta pulsa dan kuota internet
  4) Surat Tugas dari instiusi berwenang
  5) Map khusus untuk menyimpan berkas
  6) ID Card Petugas
  7) Kit berisi : 
   d. Kertas tissue dan air mineral 
   e. Obat-obatan P3K 
   f.  Alat sesuai protokol kesehatan (cairan pembersih tan-

gan, tissue basah dan masker)
  8)  Alat atau dukungan transportasi (dapat menggunakan Mobilin 

atau motorlin di instansi P2TP2A atau UPTD PPA)
  9)  Perlengkapan perjalanan pemulangan ; logistik, suplemen, 

dan perlengkapan lainnya

8 Pengawasan  Internal : dilakukan oleh Koordinator penerimaan pengaduan/pel-
aporan dan/kepala instansi terkait atau pejabat yang berwenang

   Ekstermal : mekanisme komplain dan evaluasi eksternal (di dalam 
koordinasi jaringan keterpaduan - jika ada)

2.6. Prosedur Rujukan 

No Aspek Uraian

1 Syarat a.  Formulir Penerimaan Pengaduan dan Penanganan Kasus 
yang telah berisi check list kebutuhan

  b.  Formulir/Catatan hasil identifikasi Kebutuhan
  c. Lembar Pernyataan Pelapor (Informed Consent)
  d. Kronologi peristiwa /kejadian
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  e. Formulir atau pengantar Rujukan (jika dibutuhkan rujukan)
  f.  Jika dibutuhkan MoU atau kesepakatan kerjasama dengan 

 institusi lain

2 Langkah-langkah a.  Petugas mencermati hasil asesmen/konfirmasi kebutuhan 
dari perujuk dan kesepakatan layanan dengan klien/korban

  b.  Petugas mengidentifikasi layanan yang tidak tersedia di inter-
nal institusi atau di jaringan pelayanan terpadu

  c.  Jika tidak tersedia, maka diusulkan untuk dilakukan rujukan 
  d.  Petugas yang menindak lanjuti, mengidentifikasi lembaga 

layanan mana yang sesuai untuk rujukan, sesuai dengan ke-
butuhan korban,  mempersiapkan rencana dan kebutuhan ru-
jukan, termasuk kebutuhan khusus (disabilitas, HIV AIDS, dll) 
dan dikoordinasikan dengan korban atau keluarganya.

  e.  Menyiapkan formulir rujukan dan kelengkapan dokumen pen-
dukung sesuai prosedur/mekanisme di masing-masing lem-
baga rujukan (misalnya KTP asli dan fotocopy, dokumen dan 
bukti-bukti pendukung)

  f.  Menginformasikan prosedur, persyaratan dan biaya layanan 
di lembaga penerima rujukan (Rumah Aman, shelter, layanan 
Kesehatan umum, maupun layanan kesehatan khusus seperti 
HIV,  kesehatan jiwa, dll)

  g.  Menghubungi atau berkomunikasi dengan institusi penerima 
rujukan untuk memastikan kesediaan menerima dan memiliki 
layanan yang dibutuhkan, 

  h.  mengkoordinasikan aspek pembiayaan kepada organisa-
si penerima rujukan, serta waktu/jadwal, dan membuat janji 
dengan petugas terkait, serta teknik kehadiran klien (dijemput/
datang sendiri)

  i.  Petugas dapat mengantar korban dengan didampingi oleh kel-
uarga (jika anak) serta mempertimbangkan kebutuhan khusus 
korban, ke lembaga rujukan disertai dengan surat pengantar 
rujukan, salinan lembar persetujuan, informasi layanan yang 
diberikan dan informasi kasus. Dalam hal rujukan interven-
si krisis, maka persyaratan administrasi dapat diserahkan 
setelah korban mendapat layanan.

  j.  Mengkomunikasikan kebutuhan korban berdasarkan hasil 
identifikasi yang sudah dilakukan

  k.  Petugas pendampingan menginput data hasil layanan rujukan 
ke dalam sistem data base

   Catatan :
  1.  Petugas sebaiknya telah memahami prosedur dan mekanisme 

di institusi rujukan, sehingga dapat menjelaskan kepada klien/
korban

  2.  Pencatatan dalam formulir rujukan sesuai dengan data yang 
telah disampaikan (jika rujukan ke lebih dari satu institusi, 
maka formulir rujukan menyesuaikan)

  3.  Prosedur ini bisa tidak diperlukan apabila sudah ada kesepa-
katan keterpaduan layanan 

  4.  Dalam hal terjadi situasi khusus, layanan rujukan dapat dilaku-
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kan sesuai dengan situasi khusus tersebut misalnya dapat 
dilakukan melalui komunikasi virtual /online.

3 Output a. Surat pengantar atau Formulir Rujukan telah terisi 
  b.  Klien diterima oleh lembaga penerima rujukan
  c.  Klien mendapatkan layanan di lembaga penerima rujukan se-

suai dengan kebutuhan nya

4 Waktu 2 X 60 menit (maksimal)

5 SDM  Petugas penerima pengaduan/pelaporan atau pendamping kasus 
di institusi penyedia layanan  KBG (1 s/d 2 orang)

6 Kompetensi a.  Memiliki perspektif HAM, gender dan kepekaan terhadap situ-
asi perempuan, anak dan kelompok rentan (PDHA)

  b.  Memahami prinsip-prinsip penerimaan pengaduan kasus KBG 
(khusus pada Perempuan dengan HIV positif)

  c.  Memiliki kemampuan mendengar, berempati dan berkomuni-
kasi dengan baik

  d.  Individu dimaksud telah dilatih untuk melakukan penanganan 
pada klien PDHA atau telah mendapatkan supervisi teknis dari 
yang memiliki kompetensi

7 Sarana & Prasarana 1)  Ruang atau tempat penerimaan pengaduan yang kondusif 
dan nyaman 

  2)  Kontak dan alamat layanan rujukan khusus (bagian khusus 
layanan HIV di Rumah Sakit, kontak alamat IPPI di setiap 
wilayah)

  3)  Map khusus untuk menyimpan berkas
  4) ID Card Petugas
  5) Kit berisi : 
   a. Kertas tissue dan air mineral 
   b. Obat-obatan P3K 
   c.  Alat sesuai protokol kesehatan (cairan pembersih tan-

gan, tissue basah dan masker)
  6)    Alat atau dukungan transportasi (dapat menggunakan Mobilin 

atau motorlin di instansi P2TP2A atau UPTD PPA)

8 Pengawasan  Internal : dilakukan oleh Koordinator penerimaan pengaduan/pel-
aporan dan/kepala instansi terkait atau pejabat yang berwenang

   Ekstermal : mekanisme komplain dan evaluasi eksternal (di dalam 
koordinasi jaringan keterpaduan - jika ada)

2.7. Prosedur Keamanan dan Menghadapi Situasi Krisis / Kedaruratan 
Yang dimaksud dalam bagian ini adalah prosedur ketika berhadapan dengan situasi krisis 

atau kedaruratan, baik yang dialami oleh klien/pelapor maupun petugas atau pendamping. 
Prosedur ini mencakup pengenalan situasi risiko, ancaman, serta alternatif solusi untuk miti-
gasi risiko. Situasi krisis juga mencakup kondisi yang merupakan dampak dari kekerasan yang 
dialami korban maupun risiko yang dialami oleh petugas penerima pengaduan.

Prosedur untuk kedaruratan terkait kondisi klien (pingsan, gangguan kesehatan berat, mela-
hirkan, gangguan kejiwaan yang sulit dikontrol, dll) telah dijelaskan pada prosedur sebelumnya.
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2.7.1. Prosedur Berhadapan dengan Situasi Krisis - Keamanan
No Aspek Uraian

1 Syarat a. Formulir Penerimaan Pengaduan
  b. Formulir Penanganan Kasus
  c. Lembar Pernyataan Pelapor (Informed Consent)
  d. FC dokumen  identitas (KTP/SIM/Pasport)
  e. FC dokumen identitas petugas atau pendamping
  f. ID card dan Surat Tugas dari institusi 

2 Langkah-langkah 1.  Petugas mencermati pengaduan dan kronologi kasus yang 
disampaikan klien/pendamping dengan seksama untuk me-
metakan risiko dari pengaduan kasus yang disampaikan ; 

   - ancaman pelaku dan orang lain, 
   - karakter pelaku, 
   - kehilangan hak asuh, 
   -  kemungkinan adanya teror, intimidasi, dan gangguan 

rasa aman lainnya
  2.  Petugas memastikan klien/korban dalam kondisi aman untuk 

dapat melakukan pengaduan dan menjalani pendampingan 
kasusnya

  3.  Jika terdapat risiko/situasi krisis, petugas  berkoordinasi den-
gan atasan atau bagian khusus yang memiliki tugas fungsi ter-
kait aspek keamanan (advokat, petugas keamanan, petugas 
rumah aman atau petugas dari kepolisian)

  4.  Semaksimal mungkin lakukan proses penerimaan kasus di 
kantor dan atau lakukan secara tim/tidak sendiri

  5.  Petugas membantu menyiapkan komponen pendukung bagi 
klien/korban, yakni jaringan pengamannya di sekitar korban/
klien atau melakukan rujukan kepada rumah aman

  6.  Menyusun rencana keamanan bersama klien, yang meliputi ;
   ~  Menyimpan nomor kontak polisi atau call centre kepolisian
   ~  Menyimpan nomor telepon petugas keamanan atau lem-

baga bantuan hukum
   ~  Menyimpan nomor telepon rumah sakit dan dokter yang 

telah dikenal/dikoordinasikan
   ~  Menyimpan nomor telepon dan kontak personal Rumah 

Aman
   ~  Berkoordinasi dengan aparat keamanan atau petugas 

kepolisian
  7.  Menyiapkan bukti dokumentasi peristiwa ancaman, teror, ke-

kerasan dan bentuk situasi krisis lainnya untuk digunakan se-
bagai bukti, jika dilakukan proses pelaporan ke instansi pene-
gak hukum.

3 Output a.  Telah ada prosedur perlindungan dan jaminan rasa aman un-
tuk klien maupun petugas 

  b.  Ada dukungan keamanan atau solusi situasi krisis yang diala-
mi klien/korban

  c.  Ada laporan situasi keamanan yang ditindaklanjuti
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4 Waktu -  menyesuaikan dengan situasi krisis yang dihadapi

5 SDM 1 orang petugas penerima pengaduan
   1 orang petugas yang bertanggung jawab untuk tindak lanjut kea-

manan

6 Kompetensi a.  Memiliki perspektif HAM, gender dan kepekaan terhadap situ-
asi perempuan, anak dan kelompok rentan (PDHA)

  b.  Memahami prinsip-prinsip penerimaan pengaduan kasus KBG 
pada PDHA

  c.  Memiliki pengetahuan tentang situasi krisis/darurat dan jaring 
pengaman yang tersedia

  d.  Memiliki ketrampilan memetakan situasi risiko pada peneri-
maan pengaduan kasus KBG pada PDHA

  e.  Memiliki ketrampilan bertindak cepat dan responsif ketika ber-
hadapan dengan situasi krisis

7 Sarana & Prasarana 1)  Tempat aman (ada beberapa alternatif tempat atau rumah 
aman)

  2)  Nama dan alamat lembaga/kontak pengaduan jika terdapat 
situasi krisis (list jaring pengaman)

  3)  MoU dengan instansi yang memiliki tugas fungsi perlindungan 
keamanan dan/atau kepolisian

  4)  Surat Tugas institusi bagi petugas dan ID Card Petugas
  5)  Kit berisi : 
   a.  Kertas tissue dan air mineral 
   b. Obat-obatan P3K 
   c.  Alat sesuai protokol kesehatan (cairan pembersih tan-

gan, tissue basah dan masker)
  6)  Sarana atau alat transportasi 
  7) Alat komunikasi yang bisa diakses oleh klien/korban

8 Pengawasan  Internal : dilakukan oleh Koordinator penerimaan pengaduan/pel-
aporan dan/kepala instansi terkait atau pejabat yang berwenang

   Eksternal : oleh pejabat berwenang di instansi penyedia layanan 
keamanan, mekanisme komplain dan evaluasi eksternal (di dalam 
koordinasi jaringan keterpaduan - jika ada)

2.7.2. Prosedur Berhadapan dengan Situasi Krisis /Darurat Kesehatan 

No Aspek Uraian

1 Syarat a. Formulir Penerimaan Pengaduan
  b. Formulir Penanganan Kasus
  c. Lembar Pernyataan Pelapor (Informed Consent)
  d. FC dokumen  identitas (KTP/SIM/Pasport)
  e. FC dokumen identitas petugas atau pendamping
  f. ID card dan Surat Tugas dari institusi 
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2 Langkah-langkah 1.  Petugas mencermati situasi dan kondisi klien/korban 
  2.  Petugas memastikan klien/korban dalam kondisi sehat dan 

aman untuk dapat melakukan pengaduan dan menjalani pen-
dampingan kasusnya

  3.  Jika terdapat situasi krisis, petugas  berkoordinasi dengan 
atasan atau bagian khusus yang memiliki tugas fungsi terkait 
aspek pertolongan kedaruratan

  4.  Situasi krisis dimaksud ketika klien dalam keadaan ;
   a.  tertekan, terlihat depresi, tidak dapat berkomunikasi, 
   b. luka parah atau pingsan, 
   c.  gangguan kesehatan berat yang menyebabkan tidak 

dapat melanjutkan pengaduan
  5.  Petugas melakukan layanan intervensi krisis berupa meminta 

atau berkonsultasi dengan konselor/psikolog untuk situasi ke-
daruratan terkait kejiwaan. Jika membutuhkan rujukan dapat 
melakukan rujukan ke layanan kesehatan Jiwa (Rumah Sakit)

  6.  Petugas melakukan layanan intervensi krisis berupa rujukan 
ke layanan kesehatan terkait sesuai kondisi klien.

  7.  Petugas membantu menyiapkan komponen pendukung bagi 
klien/korban untuk dapat mendapatkan layanan kedaruratan

  8.  Petugas berkoordinasi dengan organisasi perujuk apabila 
klien adalah rujukan dari institusi lain

  9.  Petugas melakukan pemantauan kondisi klien dan melapor-
kan dalam database kasus

  10.  Pada kondisi dimana klien telah siap untuk melanjutkan pen-
gaduan dan asesmen kasus, maka proses dapat dilanjutkan.

3 Output a.  Klien yang mengalami situasi krisis dapat ditangani dan 
mendapatkan pertolongan

  b.  Ada dukungan layanan intervensi krisis dari para pihak dalam 
penyelenggaraan layanan KBG

  c.  Ada laporan situasi kedaruratan klien dan penanganannya

4 Waktu - menyesuaikan dengan situasi krisis yang dihadapi

5 SDM 1 orang petugas penerima pengaduan
   1 orang petugas yang bertanggung jawab untuk tindak lanjut ke-

daruratan 

6 Kompetensi a.  Memiliki perspektif HAM, gender dan kepekaan terhadap situ-
asi perempuan, anak dan kelompok rentan (PDHA)

  b.  Memiliki pengetahuan tentang situasi krisis/darurat 
  c.  Memiliki ketrampilan memetakan situasi risiko pada peneri-

maan pengaduan kasus KBG pada PDHA
  d.  Memiliki ketrampilan bertindak cepat dan responsif ketika ber-

hadapan dengan situasi krisis

7 Sarana & Prasarana 1) Ruang nyaman /ruang konseling 
  2)  Kontak informasi pertolongan kedaruratan di Rumah Sakit/

layanan kesehatan yang menjadi mitra
  3)  MoU dengan instansi yang memiliki tugas fungsi layanan ke-
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daruratan kesehatan (rumah sakit yang menyediakan layanan 
HIV, rumah sakit umum, rumah sakit jiwa, dll)

  4)  Surat Tugas institusi bagi petugas dan ID Card Petugas
  5)  Kit berisi : 
   d. Kertas tissue dan air mineral 
   e. Obat-obatan P3K 
   f.  Alat sesuai protokol kesehatan (cairan pembersih tan-

gan, tissue basah dan masker)
  6)  Sarana atau alat transportasi 

8 Pengawasan  Internal : dilakukan oleh Koordinator penerimaan pengaduan/pel-
aporan dan/kepala instansi terkait atau pejabat yang berwenang

   Ekstermal : mekanisme komplain dan evaluasi eksternal (di dalam 
koordinasi jaringan keterpaduan - jika ada)

2.8. Prosedur Pengawasan/pemantauan 
Cakupan dari prosedur ini adalah pengawasan/pemantauan yang dilakukan oleh institusi 

penyedia layanan untuk beberapa tahapan ;
a. Pemantauan proses penanganan kasus
b. Pemantauan setelah proses rujukan ke institusi penyedia layanan lain
c. Pengelolaan Umpan Balik dari klien/pelapor

No Aspek Uraian

1 Syarat a. Formulir Penerimaan Pengaduan 
  b. Formulir penanganan kasus
  c. Catatan hasil asesmen dan identifikasi Kebutuhan
  d. Lembar Pernyataan Pelapor (Informed Consent)
  e. Kronologi peristiwa /kejadian
  f. Formulir atau pengantar Rujukan
  g. FC dokumen identitas (KTP/SIM/Pasport)
  h. MoU dengan instansi lain penerima rujukan (jika ada)
  i. Formulir pemantauan kasus

2 Langkah-langkah 1.  Petugas pemantauan mencatatkan setiap perkembangan 
penanganan kasus sesuai dengan nomor register kasus yang 
diterima dalam rapat pemantauan yang diselenggarakan se-
cara reguler

  2.  Rapat pemantauan juga dapat dilakukan secara insidental 
pada kasus-kasus yang membutuhkan respon cepat, darurat 
atau asistensi teknis

  3.  Jika dibutuhkan petugas pemantauan dapat melakukan pe-
mantauan langsung pada setiap proses pendampingan/pen-
anganan kasus (termasuk jika penanganan dilakukan oleh ja-
ringan PPT atau keterpaduan layanan)

  4.  Khusus pada klien PDHA ; Petugas memastikan Pemantau-
an pengobatan  ARV klien ke layanan kesehatan yang dirujuk 
oleh klien

  5.  Pada kasus yang dirujuk, petugas berkoordinasi dengan klien 
tentang perkembangan pasca rujukan

  6.  Koordinasi dengan pendamping di organisasi penerima ruju-
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kan kasus KBG untuk membicarakan perkembangan kasus 
dan kebutuhan korban. Koordinasi dapat secara berkala atau 
sesuai kebutuhan kasus

  7.  Petugas melakukan pemantauan situasi korban, baik melalui 
media komunikasi/daring maupun mendatangi langsung (jika 
memungkinkan/terjangkau), ketika ada perkembangan kasus 
dan dikoordinasikan dengan organisasi penerima rujukan

  8.  Koordinasi antara organisasi perujuk dan penerima rujukan 
untuk akses layanan pemulihan korban ; pemberdayaan 
ekonomi, dan layanan psikososial lainnya

  
   Catatan :
   Pada situasi dimana SDM terbatas, maka proses pemantauan 

dapat dilakukan secara bersamaan oleh petugas pendampingan

3 Output a.  Laporan hasil pemantauan penanganan kasus dan keberlan-
jutan pasca rujukan

  b.  Feetback atau masukan dari klien/korban melalui sistem ump-
an balik yang dimiliki 

4 Waktu  Seusai kebutuhan pemantauan
  Maksimal 5 hari kerja sejak rujukan dilakukan 

5 SDM 1 orang petugas penerima pengaduan
   1 orang petugas yang bertanggung jawab untuk tindak lanjut kea-

manan

6 Kompetensi a.  Memiliki perspektif HAM, gender dan kepekaan terhadap situ-
asi perempuan, anak dan kelompok rentan (PDHA)

  b.  Memahami prinsip-prinsip penerimaan pengaduan kasus KBG 
(khusus pada Perempuan dengan HIV positif)

  c.  Memiliki kemampuan mendengar, berempati dan berkomuni-
kasi dengan baik

  d.  Individu dimaksud telah dilatih untuk melakukan penanganan 
pada klien PDHA atau telah mendapatkan supervisi teknis dari 
yang memiliki kompetensi

  e.  Memiliki dasar pengetahuan tentang mekanisme pemantauan

7 Sarana & Prasarana 1) Surat Tugas institusi dan ID Card Petugas
  2) Ruang rapat atau tempat nyaman untuk rapat/koordinasi
  3) Kit berisi : 
   a. Kertas tissue dan air mineral 
   b. Obat-obatan P3K 
   c.  Alat sesuai protokol kesehatan (cairan pembersih tangan,  

tissue basah dan masker)
  4) Sarana atau alat transportasi 

8 Pengawasan  Internal : dilakukan oleh Koordinator penerimaan pengaduan/pel-
aporan dan/kepala instansi terkait atau pejabat yang berwenang

   Ekstermal : mekanisme komplain dan evaluasi eksternal (di dalam 
koordinasi jaringan keterpaduan - jika ada)
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2.9. Prosedur Pencatatan Kasus 

No Aspek Uraian

1 Syarat a.  Formulir Penerimaan Pengaduan dan Penanganan Kasus 
yang telah terisi lengkap

  b.  Catatan hasil asesmen dan identifikasi Kebutuhan
  c. Lembar Pernyataan Pelapor (Informed Consent)
  d. Kronologi peristiwa /kejadian
  e. FC dokumen identitas (KTP/SIM/Pasport)
  f. Pengantar Rujukan Rujukan 
  g. Hasil Pemantauan Kasus

2 Langkah-langkah a.  Petugas menyiapkan seluruh kebutuhan pencatatan kasus 
yang diperlukan ; seluruh formulir, buku catatan, buku register 
kasus, dan dokumen penerimaan pengaduan lainnya

  b.  Petugas mencatat dengan baik seluruh tahapan penanganan 
kasus, rujukan dan terminasi (jika telah dilakukan proses ter-
minasi)

  c.  Menuliskan laporan penanganan kasus
  d.  Mencatatkan secara elektronik dalam formulir pencatatan ka-

sus secara elektronik (input data elektronik)

3 Output a.  Buku Register kasus telah terisi dengan lengkap
  b.  Dokumen penerimaan pengaduan kasus, dan dokumen lain-

nya (sesuai jenis kasus dan pilihan kebutuhan layanan) telah 
lengkap

  c.  Kasus telah diterima dan ditangani
  d.  Kasus telah tercatat dalam sistem data di internal

4 Waktu 60 menit

5 SDM 1 orang petugas pencatatan kasus
  1 orang petugas input kasus

6 Kompetensi a.  Memiliki perspektif HAM, gender dan kepekaan terhadap situ-
asi perempuan, anak dan kelompok rentan (PDHA)

  b.  Memahami prinsip-prinsip penerimaan pengaduan kasus KBG 
(khusus pada Perempuan dengan HIV positif)

  c.  Individu dimaksud telah dilatih untuk melakukan penanga-
nan atau pendokumentasian pada klien PDHA atau telah 
mendapatkan supervisi teknis dari yang memiliki kompetensi

  d.  Memiliki dasar pengetahuan tentang pencatatan kasus KBG 
(khususnya pada PDHA)

7 Sarana & Prasarana a. Buku Register kasus 
  b. Map/folder yang berisi seluruh berkas kasus
  c. Formulir pencatatan kasus 
  d.  Komputer atau alat tulis (ditentukan oleh sistem pencatatan 

kasus yang telah tersedia)
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8 Pengawasan  Internal : dilakukan oleh Koordinator penerimaan pengaduan/ 
pelaporan dan/kepala instansi terkait atau pejabat yang berwenang

   Ekstermal : mekanisme komplain dan evaluasi eksternal (di dalam 
koordinasi jaringan keterpaduan -  jika ada)
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BAB III   

KOORDINASI DAN ASISTENSI
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KOORDINASI ANTAR INSTITUSI UNTUK PENANGANAN DAN / ATAU RUJUKAN 
DIBEDAKAN DALAM DUA STRATEGI ;

a. Rujukan Antar Institusi Penyedia Layanan
Mendekatkan akses keadilan dan layanan bagi korban KBG (khususnya PDHA) mutlak mem-

butuhkan koordinasi antar pihak dalam penyelenggaraan layanan. Hal ini dibutuhkan karena per-
empuan (khususnya PDHA) korban kekerasan umumnya membutuhkan layanan yang beragam/
multidisiplin, berkualitas, komprehensif atau saling melengkapi antara satu dengan yang lain. 

Institusi penyedia layanan milik pemerintah yang saat ini berbentuk UPTD PPA  mengemban 
tugas untuk penyelenggaraan layanan bagi perempuan korban kekerasan (KBG), hanya saja in-
stitusi ini merupakan bagian dari perangkat daerah yang membawahi, yakni dinas yang memiliki 
tugas fungsi/nomenklatur pemberdayaan perempuan (atau sejenisnya) di setiap daerah. UPTD 
PPA sebagai pelaksana teknis, dalam penyelenggaraan layanan bukan merupakan kegiatan lintas 
perangkat daerah dan tidak dapat melakukan koordinasi atau pembinaan (meliputi pengawasan, 
koordinasi dan fasilitasi) kepada kepala unit kerja lainnya, sehingga peran kerjasama dan koordina-
si multi pihak dalam rujukan, harus diperankan oleh kepala dinas/perangkat daerah.

Sementara layanan yang dibutuhkan oleh perempuan korban kekerasan, sangat mungkin 
meliputi multi sektor, sehingga institusi penyedia layanan (termasuk UPTD PPA) perlu beker-
jasama dengan institusi penyedia layanan lainnya melalui mekanisme rujukan. Kerjasama ru-
jukan dalam konteks penanganan kasus PDHA korban KBG, utamanya adalah layanan medis 
atau layanan kesehatan dan layanan psikososial yang terkait dengan status HIV nya. 

Layanan Rujukan adalah layanan yang diberikan kepada perempuan korban melalui komu-
nikasi dan koordinasi kepada lembaga penyedia layanan berdasarkan kebutuhan korban guna 
mendapatkan pemulihan yang komprehensif.  Rujukan dapat dimaknai sebagai serangkaian 
kegiatan pemindahan, pelimpahan, penerimaan, dan/atau pembagian peran dan tanggung 
jawab antar lembaga penyedia layanan dalam penyelenggaraan pemulihan perempuan korban 
kekerasan dengan tujuan agar korban memperoleh layanan cepat dan tepat secara kompre-
hensif, berkualitas, berkelanjutan, partisipatif dan berpusat pada korban.

Institusi penyedia layanan yang memiliki tugas fungsi sesuai kebutuhan PDHA korban ke-
kerasan, dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

a.  layanan medis: Rumah Sakit Bhayangkara, Rumah Sakit Pemerintah Pusat, Rumah 
Sakit Umum Daerah, Puskemas, Klinik, atau dengan nama lainnya, yang ada di pusat 
dan daerah, baik yang dibangun oleh pemerintah maupun oleh masyarakat/swasta; 

b.  layanan psikososial: UPTD PPA /P2TP2A, Rumah Sakit Jiwa (RSJ), Women Crisis Cen-
ter (WCC), Lembaga Bantuan Hukum (LBH),   dan lembaga swadaya masyarakat yang 
secara khusus menyediakan layanan psikososial;

c.  layanan penampungan sementara atau shelter:  unit pelaksana teknis Kemensos atau 
dinas sosial, UPTD PPA/P2TP2A, dan lembaga penyedia layanan shelter berbasis mas-
yarakat; 

d.  layanan rumah aman: LPSK,  UPTD PPA/P2TP2A di daerah yang menyediakan layanan 
ruman aman, dan layanan rumah aman oleh masyarakat sipil; 

e.  layanan bantuan hukum: UPTD PPA/P2TP2A, LBH, WCC, dan organisasi advokat yang 
menyediakan bantuan hukum.

Pembiayaan yang muncul dalam penyelenggaraan Rujukan menjadi tanggung jawab mas-
ing-masing institusi baik pemberi rujukan maupun penerima rujukan sesuai dengan pengalo-
kasian yang tersedia dan kesepakatan mekanisme yang dibuat. Pembiayaan dapat bersum-
ber dari anggaran negara (APBN atau APBD) yang dialokasikan di setiap institusi penyedia 
layanan. Pembiayaan juga dapat bersumber dari anggaran yang dikelola oleh lembaga penye-
dia layanan berbasis masyarakat yang dapat berupa dana bantuan dari pemerintah, dana swa-
daya lembaga, atau dana dari sumber yang tidak mengikat.
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b.  Koordinasi Antar Institusi Penyedia Layanan dalam Penanganan Kasus KBG  
(khususnya pada PDHA)
Koordinasi antar institusi penyedia layanan ditujukan untuk memberikan/menyediakan 

layanan yang komprehensif bagi PDHA korban kekerasan sekaligus untuk membangun atau 
menguatkan sistem keterpaduan layanan di masing-masing daerah. Koordinasi antar institu-
si penyedia layanan dilakukan ketika satu institusi membutuhkan kerjasama dengan institusi 
penyedia layanan lainnya untuk menjawab kebutuhan korban KBG. 

Koordinasi dilakukan berdasarkan hasil asesmen/ identifikasi dan analisis kebutuhan klien/kor-
ban (sejalan dengan proses rujukan), maupun koordinasi yang dilakukan secara berkala/regul-
er guna memantau perkembangan kasus dan kerjasama penananganan kasus, sekaligus untuk 
evaluasi dan perbaikan kualitas penanganan. Koordinasi dalam konteks kerjasama antar institusi 
ini juga dapat dijalankan melalui mekanisme Layanan Terpadu (Keterpaduan Layanan) di tingkat 
daerah yang kemudian diatur melalui kebijakan/peraturan yang relevan di tingkat daerah.  

Koordinasi antar institusi penyedia layanan dapat dilakukan melalui ;
a. pertemuan tatap muka aktual (tatap muka langsung) 
b.  media komunikasi virtual (aplikasi pertemuan seperti zoom/google meet/skype, telepon, 

pesan elektronik/WhattsApp,  surat elektronik/email) atau fisik (surat menyurat dengan 
kurir)

Koordinasi langsung (tatap muka) dapat diselenggarakan oleh para pihak berdasarkan ke-
wenangan yang ditetapkan, kebutuhan korban, kapasitas instusi termasuk mempertimbangkan 
ketersediaan anggaran. Pada wilayah/daerah dimana sistem keterpaduan layanan telah terba-
ngun, maka mekanisme koordinasi menjadi bagian dari SOP keterpaduan layanan, sehingga 
bentuk, frekwensi, dan pembiayaan juga telah diatur. 

Hal yang dikoordinasikan utamanya adalah pemenuhan hak perempuan (khususnya PDHA) 
korban kekerasan. Apabila dibutuhkan tindaklanjut hasil koordinasi, maka masing-masing pi-
hak dapat melakukan koordinasi/melaporkan kepada institusinya masing-masing terlebih da-
hulu untuk selanjutnya dilakukan koordinasi lanjutan guna pengambilan keputusan atau tindak 
lanjut tindakan.

Mekanisme keterpaduan layanan dapat juga berupa Pusat pelayanan terpadu (PPT). PPT  
yang dimaksud dapat berupa layanan satu atap dan dapat pula berbentuk jejaring antar in-
stitusi penyedia layanan.   Dalam konteks kebutuhan perempuan korban, khususnya PDHA, 
maka setiap PPT harus mengintegrasikan layanan medis/kesehatan yang memiliki bagian un-
tuk layanan HIV, layanan psikososial (psikiater) dan petugas penerima pengaduan/pelaporan 
kasus yang memahami prinsip-prinsip konseling, pengetahuan tentang HIV, dan keberpihakan 
pada korban.

Sistem keterpaduan layanan dalam bentuk PPT atau sejenisnya, proses koordinasi dilaku-
kan untuk memastikan peran dan fungsi penyedia layanan berjalan optimal. Koordinasi dapat 
difasilitasi oleh pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah yang menjadi leading 
sector dalam penyelenggaraan keterpaduan layanan. Tahapan penyelenggaraan rapat koordi-
nasi antara lain dilakukan sebagai berikut:

a.  Perangkat daerah yang menjadi leading sector mengundang para pihak dalam kerang-
ka pelayanan terpadu;

b.  pelaksanaan koordinasi dapat dipimpin oleh leading sector atau institusi penyedia 
layanan yang sejalan dengan materi koordinasi atau berdasarkan kesepakatan para 
pihak;

c.  masing-masing pihak menyampaikan pandangan, kebutuhan, persoalan ataupun lapo-
ran terkait materi yang dibahas; dan

d.  dilakukan pencatatan proses koordinasi oleh pencatat proses, untuk selanjutkan didistri-
busikan kepada masing-masing pihak untuk ditindaklanjuti.

Proses koordinasi tersebut di atas adalah uraian yang dapat dikembangkan sesuai dengan 
kebutuhan, kapasitas dan situasi/kondisi di masing-masing daerah.
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BAB IV   

PENUTUP
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SOP Penerimaan Rujukan dan Penanganan Kasus PDHA Korban KBG (termasuk me-
kanisme koordinasi antar institusi) adalah panduan teknis operasional yang dapat digunakan 
sebagai referensi bagi institusi penyedia layanan di masing-masing daerah untuk menyempur-
nakan SOP guna membangun keberpihakan bagi perempuan dengan HIV yang menjadi kor-
ban KBG. Adopsi terhadap SOP ini hendaknya disesuaikan dengan kapasitas dan kebutuhan 
masing-masing institusi maupun daerah.

Kami berharap SOP ini dapat memandu pemerintah daerah (khususnya pada daerah ujico-
ba) untuk dapat meninjau kembali mekanisme penanganan kasus yang tersedia, sehingga 
dapat dioptimalkan untuk menjawab kebutuhan PDHA korban kekerasan. SOP ini juga dihara-
pkan dapat melengkapi beberapa mekanisme layanan untuk kasus KBG yang telah tersedia, 
dan menjadi bagian penting dalam kerja penanggulangan HIV yang perspektif gender.

Pengadopsian SOP ini sebaiknya dibarengi dengan penguatan kapasitas bagi para pihak 
(penyedia layanan) untuk meningkatkan sensitivitas mereka terhadap PDHA. Ke depan, di-
harapkan akan terbangun sinergi maupun integrasi antara penyelenggaraan layanan untuk 
korban KBG dengan layanan untuk HIV. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

a. Contoh Formulir Penerimaan Pengaduan kasus KBG dengan kekhususan PDHA 

 Lampi�anǦlampi�an  
 

Nama dan Logo Institusi 

Formulir Pengaduan Kasus 

 

I. Nomor Registrasi Kasus : …………………………………………………………………………… 
II. Identitas Pelapor a.   �ama  : ………………………………………………………………………………. b.   �empat/�anggal La�i�  : ………………………………………………………………………………. �.   
enis �elamin  : ………………………………………………………………………………. d.   �lamat (sesuai ��PȌ  : ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. �e�amatan  : ……………………………………………………………………………….. �ab/�ota  : ……………………………………………………………………………….. �.   �lamat tinggal /domisili  : ……………………………………………………………………………….      ………………………………………………………………………………. 

g. �elp/�p  : ………………………………………………………………………………. 
h. �ubungan dengan ko�ban: ……………………………………………………………………………….  

III. Identitas Korban/Klien a.   �ama : ………………………………………………………………………………. b.   ��� : ………………………………………………………………………………. �.   �empat/�anggal La�i� : ………………………………………………………………………………. d.   
enis �elamin : ………………………………………………………………………………. e.   �lamat (sesuai ��PȌ : ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. �.   �lamat tinggal /domisili : ……………………………………………………………………………….     ………………………………………………………………………………. 
i. �gama : ………………………………………………………………………………. 
j. �tatus : □ �elum �awin □ �awin �a�un  
k. �elp/�p : ………………………………………………………………………………. 
l. Pendidikan :  

□ ��/�ede�ajat □ �ʹ/͵ 
□ ��P/�ede�ajat □ �ͳ/�ʹ 
□ ���/�ede�ajat □ Lainnya ……….. �ubungan dengan pelaku : ………………………………………………………………………………… 

IV. �dentitas ��ang �ua /�ali ȗ a.   �ama : ………………………………………………………………………………. b.   Peke�jaan : ………………………………………………………………………………. 
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�.   �lamat : ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. d.   �elp/�p : ……………………………………………………………………………….  
V. Jenis Kasus dan Kebutuhan Korban/Klien 

1. 
enis �asus / �eke�asaan 
□ ���� □ Pele�e�an �eksual 
□ ��P( keke�asan dalam pa�a�anȌ □ Pe�empuan peke�ja �ig�ant �ndonesia  
□ �eke�asan te��adap pe�empuan dan anak be�basis online/digital 
□ Pe�kosaan □ Pen�abulan 
□ Pe�kawinan anak □ �ullying/pe�undungan 
□ Penelanta�an �uma� �angga   □ Penelanta�an anak 
□ Pemaksaan pela�u�an  □ �ksploitasi seksual atau ekonomi   Pe�dagangan pe�empuan dan anak 
□ Lainnya: ………………………………………………………………  

2. �entuk �eke�asan   
FISIK SEKSUAL PSIKOLOGI 

PENELANTARAN 
(Rumah Tangga/ 

anak)  �entuk �eke�asan     
�ntensitas �eke�asan (jumla� dan ku�un waktuȌ 

    
 

3. �aksi dan �lat �ukti 
a. □ �idak �da 
b. □ �da 

  
4. Layanan yang diinginkan /dibutu�kan �o�ban/�lien 

□ �onseling □ �ujukan ��elte�/ �uma� �man 
□ �onsultasi �ukum □ Penegakan �ukum (Lapo� Polisiǡ gugatan pe�dataǡ   
□ �ediasi □ �ujukan �edis 
□ �antuan �ukum □ Pemuli�an psikologi /psikiate� 
□ Penguatan spi�itual □ �uma� Penampungan �ementa�a 

No BENTUK KEKERASAN ALAT BUKTI SAKSI                     
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□ Pendampingan □ Pemulangan 
□ Lainnya : ....................................................................................  

5. �a�apan �o�ban /�lien : .............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................   
6. �n�o�masi Layanan ini dipe�ole� da�i : ……………………………………………………………………………………………………................................... ……………………………………………………………………………………………………...................................    
7. �edatangan �o�ban/ �lien ke �anto� : 

□ �endi�i 
□ �ianta� /be�sama o�ang lain  
No NAMA RELASI Dengan 

KORBAN / KLIEN 

ALAMAT             
  

8. ��onologi �ingkat �asus (jika tidak �ukupǡ gunakan ke�tas te�pisa�Ȍ ……………………………………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………….... 

.................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

  
VI. Situasi atau Kondisi dan Kebutuhan Khusus Korban/Klien (Disabilitas, PDHA, 

dll) ͳ. �agam �ituasi /�ondisi ��usus �o�ban /�lienǢ 
□ �nak  □ Lansia 
□ Penyadang �isabilitas □ �epala �elua�ga 
□ ��ang dengan ��� ���� □ �ujukan ��elte�/ �uma� �man 
□ �ituasi �en�ana   �ituasi ainnya : .................................................................................... 
 ʹ. �agam �isabilitas �o�ban �engan Penyandang �isabilitas : 
□ �isabilitas 	isik  □ �isabilitas �ntelektual 
□ �isabilitas �enso�ik  □ �isabilitas 
anda ȗ 
□ �isabilitas �ental 

 
Keterangan *: 
Disabilitas Ganda adalah ragam disabilitas lebih dari satu bentuk. 
 ͵. �o�ban dengan status ��� ����  a. �a�un dinyatakan positi� :...................................................................................... b. �tatus pengobatan/ pe�awatan te�api ��� (���Ȍ 
□ Lost to follow up (putus/be��enti pengobatanȌ 
□ �e�lanjut  �. 
enis atau golongan ��� : ................................................................................................................ d. 	asilitas kese�atan tempat akses ��� : .................................................................................... e. 
ika tidak te�api ��� atau putus ���ǡ sebutkan alasannya :............................................. 

 Ͷ. Layanan yang dibutu�kan ko�ban /klien te�kait dengan situasi /kondisi k�ususnya :  a. .............................................................................................................................. b. .............................................................................................................................. �. ..............................................................................................................................   a.   �ama : ………………………………………………………………………………. b.   �empat/�anggal La�i� : ………………………………………………………………………………. �.   
enis �elamin : ………………………………………………………………………………. d.   �lamat (sesuai ��PȌ : ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. e.   �lamat tinggal /domisili : ……………………………………………………………………………….     ………………………………………………………………………………. �gama : ………………………………………………………………………………. �tatus : □ �elum �awin □ �awin �a�un  �elp/�p : ………………………………………………………………………………. Pendidikan :  
□ ��/�ede�ajat □ �ʹ/͵ 
□ ��P/�ede�ajat □ �ͳ/�ʹ 
□ ���/�ede�ajat □ Lainnya ……….. Peke�jaan   : ……………………………………………………………………………… �ubungan dg ko�ban : ……………………………………………………………………………… �tatus �ese�atan   : ͳ. �a�un dinyatakan positi� :................................................................................................. ʹ. �tatus pengobatan/ pe�awatan te�api ��� (���Ȍ 

□ Lost to follow up (putus/be��enti pengobatanȌ 
□ �e�lanjut  ͵. 
enis atau golongan ��� :................................................................................................. Ͷ. 	asilitas kese�atan tempat akses ��� : .................................................................................. ͷ. 
ika �idak te�api atau putus ���ǡ sebutkan alasannya :..................................................    �emikian �aya isi �o�muli� ini dengan sesunggu�Ǧsunggu�nya. �egala in�o�masi atau dataǦdata yang saya sampaikan atau saya tulis adala� bena� sesuai dengan kenyataanya. 
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□ �isabilitas �ental 
 

Keterangan *: 
Disabilitas Ganda adalah ragam disabilitas lebih dari satu bentuk. 
 ͵. �o�ban dengan status ��� ����  a. �a�un dinyatakan positi� :...................................................................................... b. �tatus pengobatan/ pe�awatan te�api ��� (���Ȍ 
□ Lost to follow up (putus/be��enti pengobatanȌ 
□ �e�lanjut  �. 
enis atau golongan ��� : ................................................................................................................ d. 	asilitas kese�atan tempat akses ��� : .................................................................................... e. 
ika tidak te�api ��� atau putus ���ǡ sebutkan alasannya :............................................. 

 Ͷ. Layanan yang dibutu�kan ko�ban /klien te�kait dengan situasi /kondisi k�ususnya :  a. .............................................................................................................................. b. .............................................................................................................................. �. ..............................................................................................................................   
VII. Identitas Pelaku a.   �ama : ………………………………………………………………………………. b.   �empat/�anggal La�i� : ………………………………………………………………………………. �.   
enis �elamin : ………………………………………………………………………………. d.   �lamat (sesuai ��PȌ : ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. e.   �lamat tinggal /domisili : ……………………………………………………………………………….     ………………………………………………………………………………. 

m. �gama : ………………………………………………………………………………. 
n. �tatus : □ �elum �awin □ �awin �a�un  
o. �elp/�p : ………………………………………………………………………………. 
p. Pendidikan :  

□ ��/�ede�ajat □ �ʹ/͵ 
□ ��P/�ede�ajat □ �ͳ/�ʹ 
□ ���/�ede�ajat □ Lainnya ……….. 

q. Peke�jaan   : ……………………………………………………………………………… 
r. �ubungan dg ko�ban : ……………………………………………………………………………… 
s. �tatus �ese�atan   : ͳ. �a�un dinyatakan positi� :................................................................................................. ʹ. �tatus pengobatan/ pe�awatan te�api ��� (���Ȍ 

□ Lost to follow up (putus/be��enti pengobatanȌ 
□ �e�lanjut  ͵. 
enis atau golongan ��� :................................................................................................. Ͷ. 	asilitas kese�atan tempat akses ��� : .................................................................................. ͷ. 
ika �idak te�api atau putus ���ǡ sebutkan alasannya :..................................................    �emikian �aya isi �o�muli� ini dengan sesunggu�Ǧsunggu�nya. �egala in�o�masi atau dataǦdata yang saya sampaikan atau saya tulis adala� bena� sesuai dengan kenyataanya. 

 

Nama Kota, tanggal, bulan, tahun 
   (…………………………………………….Ȍ �ama �esuai ��P                      
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Nama Kota, tanggal, bulan, tahun 
   (…………………………………………….Ȍ �ama �esuai ��P                      
 

LOGO dan NAMA INSTITUSI 

b. Contoh Formulir Kesediaan "Informed Consent"

43 

SURAT PERSETUJUAN  �omo� Informed Consent :  �aya yang be�tandatangan di bawa� ini Ǣ �ama                      : �empat/tgl la�i�     : Peke�jaan   : �lamat                  : �o �elp/�P   :   �e�sama ini menyatakan setuju untuk :  ͳ. �endapatkan layanan dan didampingi ole� petugas da�i .........................te��adap kasus yang saya �adapi saat iniǡ sesuai dengan p�osedu� yang be�laku. ʹ. �enyampaikan segenap in�o�masi yang te�kait dengan kasus �eke�asan maupun situasi k�usus (status ���Ȍ yang saya alami kepada petugas atau pendampingǡ dengan ketentuan ba�wa petugas wajib menjaga ke�a�asiaan atas segala in�o�masi yang be�kaitan dengan kasus yang saya sampaikan dan status ��� dan kondisi kese�atan yang saya sampaikan ͵. �enyetujui jika petugas atau pendamping yang be�wenangǡ be��ak untuk menyampaikan kembali in�o�masi yang be�kaitan dengan kasus yang saya alami dan atau status ��� se�ta kese�atan sayaǡ kepada pi�ak yang be�wenang dan memiliki kapasitas untuk layanan pendampingan yang saya butu�kanǡ sejau� sesuai dengan p�osedu� dan mekanisme yang diatu�.    �ama �o�baǡ tanggalǡ bulanǡ �a�un   �engeta�uiǡ   Petugas /Pejabat �e�wenang                                                                        Pelapo�/�lien     (                                          Ȍ                                                                   (                                           Ȍ    
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c. Contoh Formulir Rujukan Kasus
 

LOGO dan NAMA INSTITUSI 

SURAT PENGANTAR RUJUKAN 

 �omo�  :  �epada �t�. : Pimpinan/bagian…...................................................... ............................................................................................... �i .....................................  �engan ini  mo�on untuk dite�ima klien kami Ǣ �ama                      : �empat/tgl la�i�     : ���    : Peke�jaan   : �lamat                  : �o �elp/�P   : �entuk dan 
enis �eke�asan :   �ingkasan �asus : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  Penanganan yang suda� dite�ima/dilakukan : ͳ. ........................................................................................................................................................ ʹ. ........................................................................................................................................................ ͵. ......................................................................................................................................................... �ebutu�an Layanan lanjutan  : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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Pe�lu di�ujuk ke : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... �lasan �e�ujuk : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  �emikian penganta� �ujukan da�i kamiǡ semoga dapat dite�ima dan mendapatkan penanganan lebi� lanjutǡ untuk komunikasi dan penanganan lebi� lanjut dapat meng�ubungi kontak petugas yang be�tanggung jawab……………………………….(nama dan kotak telp petugas yang ditunjukȌ.  �ama �o�baǡ tanggalǡ bulanǡ �a�un   �o�mat �amiǡ   Petugas /Pejabat �e�wenang                                                                             (                                          Ȍ                                                             




